
DEFINISI
Akuntan Publik berarti Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (d/h Osman Bing Satrio & Eny) afiliasi 
dari Deloitte Southeast Asia Limited, anggota firma Deloitte Touche Tohmatsu Limited selaku auditor independen 
yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
Anak Perusahaan Penjamin berarti IIC, TPE, TPEC dan TRIS (seluruhnya sebagaimana didefinisikan di 
bawah ini), masing-masing merupakan anak perusahaan Perseroan yang memberikan jaminan untuk menjamin 
kewajiban pembayaran Penerbit berdasarkan Surat Utang (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
Anak Perusahaan Yang Dibatasi (Restricted Subsidiary) berarti anak perusahaan Perseroan yang lebih dari 
50% sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana ditentukan di 
dalam Indenture (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
Bapepam-LK berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para 
pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan 
Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.01/2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak 
dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan 
kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK 
dan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa 
keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang 
No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.
Direktur berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini.
ICPL berarti Indika Capital Pte. Ltd., berkedudukan di Singapura, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan 
hukum Negara Republik Singapura.
IEC berarti Indika Energy Capital Pte. Ltd., berkedudukan di Singapura, suatu perusahaan yang didirikan dan 
dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.
IIC berarti PT Indika Inti Corpindo, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan 
dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
Indenture berarti Indenture tanggal 10 April 2017 yang ditandatangani oleh Penerbit, Perseroan, Para Penjamin 
dan Trustee (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), sehubungan dengan penerbitan Surat Utang.
Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham 
Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan No.IX.E.2.
Kideco berarti PT Kideco Jaya Agung, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan 
dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
KJPP berarti Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK 
yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.
Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan 
Informasi ini.
Laporan Keuangan Perseroan berarti Laporan Keuangan Perseroan Terkonsolidasi per 31 Desember 2016 
yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dalam laporan No.GAR117 0112 IE HA tanggal 9 Maret 2017 dengan 
pendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material.
MBSS berarti PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk., berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbuka yang 
didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Offering Memorandum berarti Final Offering Memorandum tanggal 3 April 2017 sehubungan dengan penerbitan 
Surat Utang.
OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang 
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor 
Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas 
Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 
2012).
Para Penjamin berarti Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin.
Pemegang Saham berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang 
saham Perseroan.
Penerbit berarti Indika Energy Capital II Pte. Ltd, berkedudukan di Singapura, suatu perusahaan yang didirikan 
dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.
Peraturan No. IX.E.1 berarti Peraturan No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-412/
BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2 berarti Peraturan No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/ 
BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perseroan berarti PT Indika Energy Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka 
yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara 
Republik Indonesia.
Perusahaan Terkendali berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak 
langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No.IX.E.2.
SGX-ST berarti Singapore Exchange Securities Trading Limited, suatu Bursa Efek di Singapura.
Surat Utang berarti surat utang senior (Senior Notes) yang diterbitkan oleh Penerbit dalam jumlah sebesar 
USD265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) dengan bunga tetap 6,875% (enam 
koma delapan tujuh lima persen) per tahun jatuh tempo tahun 2022.
Surat Utang 2018 berarti surat utang (notes) dalam jumlah sebesar USD300.000.000 (tiga ratus juta Dollar 
Amerika Serikat) dengan bunga tetap sebesar 7% (tujuh persen) per tahun dan jatuh tempo pada tahun 2018, 
yang diterbitkan oleh Indo Energy Finance B.V. dengan tanpa syarat (unconditionally) dan tanpa dapat ditarik 
kembali (irrevocably) dijamin dengan jaminan oleh Para Penjamin.
Surat Utang 2023 berarti surat utang (notes) dalam jumlah sebesar USD500.000.000 (lima ratus juta Dollar 
Amerika Serikat) dengan bunga tetap sebesar 6,375% (enam koma tiga tujuh lima persen) per tahun dan jatuh 
tempo pada tahun 2023, yang diterbitkan oleh Indo Energy Finance II B.V. dengan tanpa syarat (unconditionally) 
dan tanpa dapat ditarik kembali (irrevocably) dijamin dengan jaminan oleh Para Penjamin.
TPE berarti PT Tripatra Engineering, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, suatu perseroan terbatas yang 
didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
TPEC berarti PT Tripatra Engineers and Constructors, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, suatu 
perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Transaksi berarti penerbitan Surat Utang oleh Penerbit.
TRIS berarti Tripatra (Singapore) Pte. Ltd, berkedudukan di Singapura, suatu perusahaan yang didirikan dan 
dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.
Trustee berarti Citicorp International Limited.
U.S Securities Act berarti U.S. Securities Act tahun 1933 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
USD berarti Dollar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari Amerika Serikat.

PENDAHULUAN
Dalam rangka memenuhi ketentuan Angka 2 huruf a Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan 
Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan juga untuk kepentingan para 
Pemegang Saham bahwa Perseroan melalui Penerbit, telah menerbitkan Surat Utang di luar wilayah Republik 
Indonesia dengan merujuk pada ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari US Securities Act dan dicatatkan di 
SGX-ST. Surat Utang dengan tanpa syarat (unconditionally) dan tanpa dapat ditarik kembali (irrevocably) dijamin 
oleh Para Penjamin. Surat Utang tidak ditawarkan atau dijual di Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia 
atau kepada penduduk Indonesia melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 
8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Penerbit adalah Perusahaan Terkendali yang dimiliki oleh Perseroan, melalui IEC. IEC adalah pemegang seluruh 
saham pada Penerbit. Nilai Surat Utang adalah sebesar USD265.000.000 (dua ratus enam puluh lima puluh 
juta Dollar Amerika Serikat). Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, total ekuitas Perseroan per tanggal 31 
Desember 2016 adalah sebesar USD741.109.568 (tujuh ratus empat puluh satu juta seratus sembilan ribu lima 
ratus enam puluh delapan Dollar Amerika Serikat) sehingga perbandingan persentase nilai Surat Utang terhadap 
total ekuitas Perseroan adalah setara dengan 35,76%. Dengan demikian penerbitan Surat Utang berdasarakan 
ketentuan Peraturan No.IX.E.2 merupakan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 20% namun kurang 
dari 50%, sehingga pelaksanaan Transaksi masuk ke dalam definisi Transaksi Material sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan No. IX.E.2. 
Hasil bersih dari penerbitan Surat Utang, setelah dikurangi dengan biaya-biaya, komisi-komisi, dan biaya 
pengeluaran lainnya sehubungan dengan penerbitan Surat Utang, akan dikontribusikan oleh Penerbit kepada 
ICPL melalui pemberian pinjaman antarperusahaan (“Fasilitas Pinjaman ICPL”). Selanjutnya, ICPL akan 
menggunakan hasil bersih tersebut untuk memberikan pinjaman melalui suatu pinjaman antarperusahaan 
kepada Perseroan (“Fasilitas Pinjaman Perseroan”) dan IIC (“Fasilitas Pinjaman IIC”). 
Merujuk kepada Peraturan No. IX.E.2, pelaksanan Transaksi tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari 
rapat umum pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 2 huruf b Peraturan No. 
IX.E.2. Namun, Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan keterbukaan informasi mengenai Transaksi kepada 
masyarakat dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan 
menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada OJK, termasuk dokumen pendukungnya paling lambat akhir 
hari kerja ke-2 (kedua) setelah ditandatanganinya perjanjian yang mengatur tentang Transaksi, dengan ketentuan 
bahwa berdasarkan Peraturan No.IX.E.2: 
1.	 Fasilitas Pinjaman ICPL, Fasilitas Pinjaman IIC dan penjaminan yang diberikan oleh Anak Perusahaan 

Penjamin kepada pemegang Surat Utang, dikecualikan dari Peraturan No.IX.E.2 karena transaksi tersebut 
dilaksanakan antara perusahaan yang modalnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan (baik secara 
langsung maupun tidak langsung);

2.	 Fasilitas Pinjaman Perseroan dikecualikan dari Peraturan No.IX.E.2 karena transaksi tersebut dilakukan 
oleh Perseroan dan ICPL, yang merupakan anak perusahaan yang modalnya dimiliki 100% oleh Perseroan 
(secara tidak langsung); dan

3.	 Penjaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada pemegang Surat Utang dikecualikan dari Peraturan 
No.IX.E.2 karena transaksi tersebut dilaksanakan untuk kepentingan Penerbit yang merupakan anak 
perusahaan yang modalnya dimiliki 100% oleh Perseroan (secara tidak langsung), sehingga memenuhi 
ketentuan angka 3 huruf a.2 dari Peraturan No.IX.E.2.

Fasilitas Pinjaman ICPL, Fasilitas Pinjaman Perseroan dan Fasilitas Pinjaman IIC merupakan transaksi afiliasi 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-412/
BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu 
(“Peraturan No.IX.E.1”) sehingga Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1. 
Untuk memenuhi Angka 2 huruf a Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan 
Keterbukaan Informasi guna memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para 
Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi yang telah dilakukan oleh Penerbit yang merupakan 
Perusahaan Terkendali Perseroan.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI DAN PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP 
KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1.	 KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI
1.1	 Alasan dan Latar Belakang Transaksi

Perseroan merupakan perusahaan induk dari kelompok usaha energi terintegrasi yang memiliki rekam 
jejak yang terbukti dan pengalaman yang panjang di Indonesia dengan portofolio bisnis yang mencakup 
sektor jasa energi, sumber daya energi dan infrastruktur energi. Dalam rangka menjamin dan mendukung 
keberlangsungan kegiatan usaha dan bisnis dari kelompok usaha Perseroan, maka Perseroan melalui 
Penerbit, yang merupakan anak perusahaan tidak langsung dari Perseroan melalui IEC, telah menerbitkan 
Surat Utang pada tanggal 10 April 2017 yang dicatatkan dan diperdagangkan di SGX-ST.
Dana hasil penerbitan Surat Utang, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan diteruskan oleh Penerbit 
kepada Perseroan dan IIC melalui pinjaman antar perusahaan. Selanjutnya dana yang diterima oleh 
Perseroan dan IIC rencananya akan dipergunakan antara lain untuk: (i) pelunasan atas jumlah terhutang 
berdasarkan Surat Utang 2018 ditambah bunga; (ii) membayar kewajiban TPEC kepada PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk.; (iii) membayar kewajiban MBSS kepada PT Bank ANZ Indonesia, Standard Chartered 
Bank, PT Bank Permata Tbk., dan Indonesia Eximbank; dan (iv) sisanya akan digunakan untuk modal kerja 
dan kebutuhan umum perusahaan lainnya. 
Setelah melakukan pelunasan Surat Utang 2018 dan kewajiban keuangan anak perusahaan Perseroan 
tersebut, diharapkan laporan keuangan Perseroan lebih sehat. Hal ini akan memberikan dampak positif 
bagi kelangsungan usaha dan bisnis Perseroan dan kelompok usahanya. 

1.2	 Manfaat Transaksi 
Transaksi ini memberikan manfaat dan merupakan upaya antisipasi Perseroan dalam menghadapi iklim 
usaha yang belum pulih sepenuhnya. Perseroan akan mendapatkan dana tambahan yang diperlukan untuk 
menjaga likuiditas dan ketersediaan modal kerja. Berikut jabaran lebih lanjut atas manfaat-manfaat yang 
akan diperoleh Perseroan dari Transaksi: 
a.	 Dengan dilakukannya pelunasan Surat Utang 2018 dan kewajiban keuangan anak perusahaan 

kepada bank, maka kewajiban keuangan Perseroan yang harus dipenuhi dalam jangka waktu dekat 
dapat diubah menjadi pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang;

b.	 Menjaga likuiditas Perseroan;
c.	 Dana yang semula akan dipergunakan oleh Perseroan untuk melunasi Surat Utang 2018 serta 

dipergunakan oleh anak-anak perusahaan Perseroan terkait untuk membayar kewajiban keuangan 
kepada bank dalam waktu dekat, dapat dipergunakan kembali, sehingga penggunaan dana dapat 
difokuskan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan; 

d.	 Pendanaan melalui Transaksi merupakan alternatif pembiayaan bagi Perseroan mengingat 
keterbatasan penyaluran pembiayaan oleh perbankan yang dipengaruhi iklim usaha bidang batubara 
yang masih belum pulih sepenuhnya; dan

e.	 Dengan bunga dari Surat Utang sebesar 6,875% yang lebih rendah dari pada Surat Utang 2018 
sebesar 7%, Perseroan akan dapat menghemat beban bunga sebesar 0,125% per tahun.

1.3	 Uraian Singkat Mengenai Transaksi

Obyek Transaksi : Penerbitan Surat Utang oleh Penerbit di luar Indonesia dan dicatatkan 
pada SGX-ST sesuai dengan ketentuan Rule 144A dan Regulation S 
dari U.S Securities Act. 

Penerbit : Indika Energy Capital II Pte. Ltd. 
Nilai : USD265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta Dolar Amerika 

Serikat). 
Jaminan : Surat Utang dijamin tanpa syarat (unconditionally) dan tanpa dapat 

ditarik kembali (irrevocably) oleh Para Penjamin dengan jaminan 
perusahaan berdasakan syarat dan ketentuan yang diatur dalam 
Indenture.
Selanjutnya, dalam rangka untuk menjamin kewajiban Penerbit 
berdasarkan Surat Utang:
i.	 beberapa Penjamin telah menyetujui untuk membagi jaminan-

jaminan gadai atas saham–saham yang dimiliki oleh Penjamin 
terkait pada IIC, TPE, TPEC, TRIS dan Kideco, yang telah 
dijaminkan untuk penerbitan Surat Utang 2023 dan untuk 
penerbitan Surat Utang 2018; 

ii.	 Jaminan gadai atas saham yang dimiliki oleh IEC pada Penerbit 
yang telah dijaminkan khusus untuk penerbitan Surat Utang; dan

iii.	 Untuk menyertakan Penerbit sebagai Penjamin yang juga akan 
menjamin Surat Utang 2023 dan Surat Utang 2018.

Tujuan Penggunaan Dana : Dana hasil penerbitan Surat Utang akan diteruskan oleh Penerbit 
kepada Perseroan dan IIC melalui pinjaman antar perusahaan. 
Selanjutnya dana yang diterima oleh Perseroan dan IIC rencananya 
akan dipergunakan antara lain untuk: (i) pelunasan jumlah terhutang 
berdasarkan Surat Utang 2018 ditambah bunga; (ii) membayar 
kewajiban TPEC kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.; (iii) 
membayar kewajiban MBSS kepada PT Bank ANZ Indonesia, 
Standard Chartered Bank, PT Bank Permata Tbk., dan Indonesia 
Eximbank; dan (iv) sisanya akan digunakan untuk modal kerja dan 
kebutuhan umum perusahaan lainnya.
Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, transaksi-transaksi yang 
akan dilakukan sehubungan dengan rencana penggunaan dana 
sebagaimana diuraikan pada angka (i), (ii), (iii), dan (iv) di atas belum 
dilakukan. Transaksi sebagaimana diuraikan pada angka (ii), (iii) dan 
(iv) tersebut, pada pelaksanaannya nanti, merupakan transaksi afiliasi 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Karenanya, 
Perseroan akan tunduk pada seluruh syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan di dalam Peraturan No.IX.E.1.

Jatuh Tempo Pembayaran 
Utang Pokok

: Pokok Surat Utang akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada 
tanggal jatuh tempo Surat Utang pada tahun 2022 atau periode lain 
yang disetujui para pihak.

Tingkat Bunga : 6,875% per tahun.
Tanggal Pembayaran Bunga : Setiap tanggal 10 April dan 10 Oktober setiap tahunnya di mulai sejak 

tanggal 10 Oktober 2017.
Pembatasan : Untuk melaksanakan tindakan-tindakan berikut, Perseroan harus 

memenuhi ketentuan yang ada dalam Indenture, antara lain:
•	 Pembatasan terkait utang baru dan penerbitan saham preferen;
•	 Pembatasan untuk melakukan pembayar-pembayaran yang 

dibatasi (restricted payments);
•	 Pembatasan pembagian dividen dan pembayaran lainya yang 

dapat mempengaruhi Anak Perusahaan Yang Dibatasi;
•	 Pembatasan untuk melakukan penjualan saham dan penerbitan 

saham baru Kideco dan Anak Perusahaan yang Dibatasi;
•	 Pembatasan untuk melakukan transaksi tertentu dengan 

pemegang saham dan/atau afiliasi;
•	 Pembatasan untuk membebankan hak jaminan atas objek 

jaminan yang digunakan untuk menjamin penerbitan Surat 
Utang;

•	 Pembatasan atas transaksi penjualan dan sewa beli kembali;
•	 Pembatasan untuk melakukan pengalihan aset;
•	 Pembatasan atas kegiatan usaha Perseroan, dan Kideco dan 

Anak Perusahaan Yang Dibatasi selain daripada Bisnis Yang 
Diperbolehkan; dan

•	 Pembatasan untuk melakukan kegiatan usaha tertentu bagi 
Penerbit. 

Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Bagian New York, Amerika Serikat.
Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negara Bagian New York.

1.4	 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi
(a)	 Perseroan sebagai Penjamin

Riwayat Singkat
Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 31 tanggal 19 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan 
Hasanal Yani Ali Amin, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan 
dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-13115 HT.01.01.Th.2001 tanggal 18 
Oktober 2001. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir 
berdasarkan Akta No. 59 tanggal 28 April 2016 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.kn, 
Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistim Administrasi 
Badan Hukum Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0046368 tanggal 9 Mei 2016.
Saat ini Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan dengan kantor pusat di Gd. Mitra Lt. 11, Jl. Jend. 
Gatot Subroto Kav. 21, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, 
pembangunan, pertambangan, pengangkutan dan jasa.
Permodalan dan Kepemilikan Saham
Struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:
Modal dasar	 :	 Rp	 1.700.000.000.000,00
Modal ditempatkan/disetor	 :	 Rp	 521.019.200.000,00
Nilai nominal per saham	 :	 Rp	 100,00
Susunan pemegang saham Perseroan per 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham Jumlah saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
PT Indika Mitra Energi 3.307.097.790 330.709.779.000 63,47
JPMCB NA Re-JPMCB Singapore Branch 271.762.000 27.176.200.000 5,22
Masyarakat 1.631.332.210 163.133.221.000 31,31
Total 5.210.192.000 521.019.200.000 100,00

Pengurusan dan Pengawasan
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama	 :	 M. Arsjad Rasjid P.M.
Direktur	 : 	 Azis Armand
Direktur Independen	 : 	 Eddy Junaedy Danu
Dewan Komisaris
Komisaris Utama	 : 	 Agus Lasmono
Komisaris	 : 	 Richard Bruce Ness
Komisaris Independen	 : 	 M. Chatib Basri
Komisaris Independen	 : 	 Boyke Wibowo Mukiyat

(b)	 Penerbit 
Riwayat Singkat 
Penerbit merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan tercatat 
sebagai perusahaan dengan No. 201707733R pada tanggal 20 Maret 2017. Penerbit berdomisili di 9 
Temasek Boulevard #08-02, Suntec Tower Two, Singapura 038989.
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan Penerbit ialah berusaha dalam bidang usaha investasi pada saham perusahaan 
lain (other holding companies) dan jasa konsultasi usaha dan manajemen (business and 
management consultancy services general). 
Permodalan dan Kepemilikan Saham
Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Penerbit saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham Jumlah saham Jumlah Nilai Nominal (USD) %
IEC 100 100 100,00

Pengurusan dan Pengawasan
Susunan pengurus Penerbit saat ini adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur	 : 	 Charles Hidayat
Direktur	 : 	 Subbiah Sukumaran

(c)	 IIC sebagai Anak Perusahaan Penjamin 
IIC merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik 
Indonesia berdasarkan Akta No. 18 tanggal 20 April 1998 yang dibuat di hadapan Miranti Tresnaning 
Timur, S.H., Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor di Ciawi, akta mana telah mendapatkan 
pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10019HT.01.01.Th.98 tanggal 
30 Juli 1998. Anggaran Dasar IIC telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan 
Akta No. 43 tanggal 6 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di 
Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan 
No. AHU-03578.40.21.2014 tanggal 27 Juni 2014.
Saat ini IIC berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat di Gd. Mitra Lt. 4, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 
21, RT. 003/02 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan IIC adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, 
perindustrian, pertanian, percetakan, perbengkelan, pengangkutan, pertambangan, dan jasa.
Permodalan dan Kepemilikan Saham
Struktur permodalan IIC saat ini adalah sebagai berikut:
Modal dasar	 :	 Rp	 500.000.000.000,00
Modal ditempatkan/disetor	 :	 Rp	 468.300.000.000,00
Nilai nominal per saham	 :	 Rp	 1.000.000,00
Susunan pemegang saham IIC saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham Jumlah saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
PT Indika Mitra Holdiko 12 12.000.000 0,0025
Perseroan 468.288 468.288.000.000 99,9974
Total 468.300 468.300.000.000 100,00

Pengurusan dan Pengawasan
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris IIC saat ini adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama	 : 	 M. Arsjad Rasjid P.M. 
Wakil Direktur Utama	 : 	 Azis Armand
Direktur	 : 	 Lucas Djunaidi
Dewan Komisaris
Komisaris Utama	 : 	 Agus Lasmono
Komisaris	 : 	 Eddy Junaedy Danu

(d)	 TPE sebagai Anak Perusahaan Penjamin 
Riwayat Singkat
TPE merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik 
Indonesia berdasarkan Akta No. 42 tanggal 10 Oktober 1973 yang dibuat di hadapan Haji Zawir 
Simon, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham 
berdasarkan Surat Keputusan No. C2-694.HT.01.01.TH84 tanggal 30 Januari 1984. Anggaran Dasar 
TPE telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 32 tanggal 20 Mei 
2016 yang dibuat di hadapan Yohannes Irson Purba, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang 
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistim Administrasi Badan Hukum Menkumham sesuai 
dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0052852 tanggal 31 Mei 2016.
Saat ini TPE berdomisili di Indy Bintaro Office Park Gedung A Sektor VII CBD Bintaro Jaya, Jl. 
Boulevard Bintaro Jaya Blok B-7 No. A-6, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota 
Tangerang Selatan.
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan TPE adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi. 
Permodalan dan Kepemilikan Saham
Struktur permodalan TPE saat ini adalah sebagai berikut:
Modal dasar	 :	 Rp	 50.000.000,00
Modal ditempatkan/disetor	 :	 Rp	 25.000.000,00
Nilai nominal per saham	 :	 Rp	 1.000,00
Susunan pemegang saham TPE saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham Jumlah saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Perseroan 24.999 24.999.000 99,996
IIC 1 1.000 0,004
Total 25.000 25.000.000 100,00

Pengurusan dan Pengawasan
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TPE saat ini adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama	 : 	 Joseph Pangalila
Wakil Direktur Utama	 : 	 Widjaja Surjatna Sumarjadi
Direktur	 : 	 Dhira Nandana
Direktur	 : 	 Hara Mulya H. Siregar
Direktur	 : 	 Hiroshi Mizokami
Direktur	 : 	 Raymond Naldi Rasfuldi
Direktur	 : 	 Leonardus Herwindo
Direktur	 : 	 Chairul Syahri
Dewan Komisaris
Komisaris Utama	 : 	 Eddy Junaedy Danu
Wakil Komisaris Utama	 : 	 M. Arsjad Rasjid P.M. 
Komisaris	 : 	 Azis Armand
Komisaris	 : 	 Dayan Sadikin
Komisaris	 : 	 Richard Bruce Ness

(e)	 TPEC sebagai Anak Perusahaan Penjamin
Riwayat Singkat
TPEC merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik 
Indonesia berdasarkan Akta No. 121 tanggal 26 Agustus 1988 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, 
S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham (saat ini) 
berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4485.HT.01.01-TH.89 tanggal 18 Mei 1989. Anggaran Dasar 
TPEC telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 30 tanggal 20 Mei 
2016 yang dibuat di hadapan Yohannes Irson Purba, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta 
mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
AH.01.03-0052700 tanggal 30 Mei 2016.
Saat ini TPEC berdomisili di Indy Bintaro Office Park Gedung A Sektor VII CBD Bintaro Jaya, Jl. 
Boulevard Bintaro Jaya Blok B-7 No. A 6, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota 
Tangerang Selatan.
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan TPEC adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi (kecuali jasa 
dalam bidang hukum dan pajak), kontraktor/pemborong, industri dan perdagangan.
Permodalan dan Kepemilikan Saham
Struktur permodalan TPEC saat ini adalah sebagai berikut:
Modal dasar	 :	 Rp	 500.000.000.000,00
Modal ditempatkan/disetor	 :	 Rp	 369.200.000.000,00
Nilai nominal per saham	 :	 Rp	 1.000.000,00
Susunan pemegang saham TPEC saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham Jumlah saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
Perseroan 369.199 369.199.000.000 99,99
IIC 1 1.000.000 0,01
Total 369.200 369.200.000.000 100,00

Pengurusan dan Pengawasan
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TPEC saat ini adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama	 : 	 Joseph Pangalila
Wakil Direktur Utama	 :	 Widjadja Surjatna Sumarjadi
Direktur	 : 	 Dhira Nandana
Direktur	 : 	 Hara Mulya H. Siregar
Direktur	 : 	 Hiroshi Mizokami
Direktur	 : 	 Raymond Naldi Rasfuldi
Direktur	 : 	 Leonardus Herwindo
Direktur	 : 	 Chairul Syahril
Dewan Komisaris
Komisaris Utama	 : 	 Eddy Junaedy Danu
Wakil Komisaris Utama	 : 	 M. Arsjad Rasjid P.M. 
Komisaris	 : 	 Azis Armand
Komisaris	 : 	 Dayan Sadikin
Komisaris	 : 	 Richard Bruce Ness

(f)	 TRIS sebagai Anak Perusahaan Penjamin 
Riwayat Singkat
TRIS merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan tercatat 
sebagai perusahaan dengan No. 200602391C pada tanggal 22 Februari 2006. TRIS berdomisili di 9 
Temasek Boulevard #08-02 Suntec Tower Two, Singapura 038989. 
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan TRIS ialah berusaha dalam bidang perdagangan umum (termasuk importir 
dan eksportir umum) (general wholesale trade) dan usaha investasi pada saham perusahaan lain 
(investment holding company).
Permodalan dan Kepemilikan Saham
Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham TRIS saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham Jumlah saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %
TPEC 38.000.000 38.000.000 100,00

Pengurusan dan Pengawasan
Susunan pengurus TRIS saat ini adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur	 : 	 Joseph Pangalila
Direktur	 : 	 Mohammad Mangkuningrat
Direktur	 : 	 Charles Hidayat
Direktur	 :	 Azis Armand

(g)	 Pembeli Awal
Berikut ini adalah Pembeli Awal dari Surat Utang berdasarkan Purchase Agreement tanggal 3 April 
2017 yang dibuat oleh Penerbit, Para Penjamin dan para Pembeli Awal:
(i)	 Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd., berdomisili di 8 Marina View, #21-00, Asia 

Square Tower 1, Singapura 018960; dan
(ii)	 J.P. Morgan (S.E.A) Limited, berdomisili di 168 Robinson Road, Capital Tower Lantai 15, 

Singapura 068912. 
Tidak terdapat hubungan afiliasi antara para Pembeli Awal dengan Perseroan, Penerbit, IEC dan Anak 
Perusahaan Penjamin, baik dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham utama 
Perseroan atau Penerbit, IEC dan Anak Perusahaan Penjamin. 

2.	 TRANSAKSI MATERIAL 
Surat Utang yang diterbitkan adalah sebesar USD265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta Dollar 
Amerika Serikat). Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, total ekuitas Perseroan per tanggal 31 
Desember 2016 adalah sebesar USD741.109.568 (tujuh ratus empat puluh satu juta seratus sembilan ribu 
lima ratus enam puluh delapan Dollar Amerika Serikat), sehingga Transaksi merupakan Transaksi Material 
dengan nilai transaksi setara dengan 35,76% sehingga berdasarkan ketentuan Angka 2 huruf a Peraturan 
No.IX.E.2. Karenanya, Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan informasi mengenai Transaksi kepada 
masyarakat dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional 
dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada OJK, termasuk dokumen pendukungnya paling 
lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah ditandatanganinya perjanjian yang mengatur tentang Transaksi. 
Lebih lanjut, dengan mengingat bahwa investor dari Surat Utang tidak termasuk pihak yang terafiliasi 
dengan Perseroan, maka Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan No.IX.E.1 dan tidak mengandung benturan kepentingan. Dengan demikian, Perseroan tidak 
diwajibkan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan Peraturan No.IX.E.1.

3.	 PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN 
Transaksi penerbitan Surat Utang pada prinsipnya tidak akan menambah total hutang jangka panjang di 
dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tetapi justru akan memperpanjang profil jatuh tempo 
utang karena dana yang diterima dari penerbitan Surat Utang akan dipergunakan untuk melunasi hutang 
jangka panjang berdasarkan Surat Utang 2018, hutang TPEC dan hutang-hutang anak perusahaan 
Perseroan lainnya. 

RINGKASAN LAPORAN PENILAI 
1.	 PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI

Para pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah:
•	 Penerbit sebagai penerbit Surat Utang 
•	 Perseroan sebagai Penjamin
•	 IIC sebagai Anak Perusahaan Penjamin
•	 TPEC sebagai Anak Perusahaan Penjamin
•	 TPE sebagai Anak Perusahaan Penjamin
•	 TRIS sebagai Anak Perusahaan Penjamin

2.	 TRANSAKSI MATERIAL
Surat Utang yang diterbitkan adalah sebesar USD265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta Dollar 
Amerika Serikat). Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2016 yang 
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, total ekuitas Perseroan adalah sebesar 
USD 741.109.568, sehingga penerbitan Surat Utang sebesar USD265.000.000 adalah setara dengan 
35,76% dari total ekuitas Perseroan per 31 Desember 2016. Dengan demikian penerbitan Surat Utang 
berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 merupakan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 20% 
namun kurang dari 50%, sehingga berdasarkan ketentuan Angka 2 huruf a Peraturan No.IX.E.2. Perseroan 
diwajibkan untuk mengumumkan informasi mengenai Transaksi kepada masyarakat dalam paling kurang 
satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan bukti 
pengumuman tersebut kepada OJK, termasuk dokumen pendukungnya paling lambat akhir hari kerja ke-2 
(kedua) setelah ditandatanganinya perjanjian yang mengatur tentang Transaksi.

3.	 OBYEK TRANSAKSI
Sesuai dengan penugasan yang diberikan, ruang lingkup obyek transaksi penilaian yang dilakukan oleh 
KJPP adalah pemberian pendapat kewajaran atas Transaksi melalui analisis kewajaran, analisis kualitatif 
dan analisis kuantitatif atas Transaksi.

4.	 MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI
Transaksi penerbitan Surat Utang sebesar USD265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta Dollar 
Amerika Serikat) oleh Perseroan melalui Penerbit yang sahamnya seratus persen dimiliki oleh Perseroan 
merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No.IX.E.2. Berdasarkan laporan 
keuangan konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
Satrio Bing Eny & Rekan, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD741.109.568, sehingga penerbitan 
Surat Utang sebesar USD265.000.000 adalah setara dengan 35,76% dari total ekuitas Perseroan per 31 

Desember 2016. Dengan demikian penerbitan Surat Utang berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 merupakan 
transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 20% namun kurang dari 50%, sehingga berdasarkan 
ketentuan Angka 2 huruf a Peraturan No.IX.E.2. Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan informasi 
mengenai Transaksi kepada masyarakat dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia 
yang berperedaran nasional dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada OJK, termasuk 
dokumen pendukungnya paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah ditandatanganinya perjanjian 
yang mengatur tentang Transaksi.  
Dengan demikian penilaian atas kewajaran Transaksi ini diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan 
sesuai Peraturan No.IX.E.2.

5.	 TANGGAL PENILAIAN (CUT-OFF DATE) PENDAPAT KEWAJARAN
Pemberian pendapat kewajaran ini dilakukan per tanggal 31 Desember 2016.

6.	 INDEPENDENSI PENILAI
Dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP telah bertindak dengan 
independen tanpa adanya konflik kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-
pihak lain yang terafiliasi. KJPP juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan 
dengan penugasan ini. Selanjutnya, Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan 
keuntungan atau merugikan pada pihak manapun. Imbalan yang diterima oleh KJPP sama sekali tidak 
dipengaruhi oleh kewajaran yang dihasilkan dari proses analisa kewajaran ini. 

7.	 MANFAAT TRANSAKSI
Dengan Penerbitan Surat Utang, maka Perseroan akan memperoleh manfaat antara lain: 
a.	 Dengan dilakukannya pelunasan Surat Utang 2018 dan kewajiban keuangan anak perusahaan 

kepada bank, maka kewajiban keuangan Perseroan yang harus dipenuhi dalam jangka waktu dekat 
dapat diubah menjadi pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang;

b.	 Menjaga likuiditas Perseroan;
c.	 Dana yang semula akan dipergunakan oleh Perseroan untuk melunasi Surat Utang 2018 serta 

dipergunakan oleh anak-anak perusahaan Perseroan terkait untuk membayar kewajiban keuangan 
kepada bank dalam waktu dekat, dapat dipergunakan kembali, sehingga penggunaan dana dapat 
difokuskan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan; 

d.	 Pendanaan melalui Transaksi merupakan alternatif pembiayaan bagi Perseroan mengingat 
keterbatasan penyaluran pembiayaan oleh perbankan yang dipengaruhi iklim usaha bidang batubara 
yang masih belum pulih sepenuhnya; dan 

e.	 Dengan bunga dari Surat Utang sebesar 6,875% per tahun yang lebih rendah dari pada Surat Utang 
2018 sebesar 7%, Perseroan akan dapat menghemat beban bunga sebesar 0,125% per tahun.

8.	 DATA DAN INFORMASI YANG DIGUNAKAN
Untuk dapat memberikan pendapat atas kewajaran Rencana Transaksi tersebut, sebagai penilai 
independen KJPP telah mempelajari data-data dan informasi yang KJPP terima dan mempertimbangkan 
hal-hal berikut :
•	 Memorandum Penawaran (Offering Memorandum) tanggal 3 April 2017 atas Senior Notes sejumlah 

USD265.000.000 yang jatuh tempo tanggal 10 April 2022 dengan bunga 6,875% per tahun yang 
dibayar setiap tengah tahunan (“Surat Utang 2022”) oleh Penerbit;

•	 Perjanjian Konfirmasi Jaminan (Security Confirmation Agreement) antara para penjamin (Pledgor) 
yaitu Perseroan, IIC dan TPEC, dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (”CIMB”) yang bertindak sebagai 
Trustee;

•	 Bond Indenture yang ditandatangani oleh Penerbit, Perseroan, Para Penjamin, dan Trustee pada 
tanggal 10 April 2017;

•	 Draft Surat Keterbukaan Informasi yang disusun oleh manajemen Perseroan;
•	 Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2016 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian;

•	 Laporan Tahunan (Annual Report) Perseroan untuk tahun 2015;
•	 Proyeksi Neraca, Laba Rugi dan Arus Kas Perseroan berikut anak-anak perusahaannya untuk perio-

de 2017 sampai 2022 yang disusun oleh manajemen Perseroan;
•	 Laporan Keuangan Konsolidasian IIC yang telah dilakukan prosedur audit oleh Kantor Akuntan Publik 

Satrio Bing Eny & Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 untuk keperluan 
audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan;

•	 Laporan Keuangan Kideco yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & 
Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian;

•	 Laporan Keuangan Konsolidasian TPEC yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & 
Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;

•	 Laporan Keuangan TPE yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;

•	 Laporan Keuangan Konsolidasian TRIS yang sedang dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik 
Deloitte & Touche LLP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;

•	 Wawancara dan diskusi dengan manajemen Perseroan sehubungan dengan Transaksi; dan
•	 Review atas data dan informasi yang KJPP peroleh yang berkaitan Transaksi tersebut yang KJPP 

anggap relevan.
9.	 ASUMSI-ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS

Dalam menyusun pendapat kewajaran atas Transaksi KJPP menggunakan beberapa asumsi antara lain :
1.	 Laporan Pendapat Kewajaran yang dihasilkan oleh penilai usaha bersifat non-disclaimer opinion.
2.	 Penilai usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses 

penilaian.
3.	 Data-data dan informasi yang diperoleh penilai usaha berasal dari sumber yang dapat dipercaya 

keakuratannya
4.	 Penyesuaian atas proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen, mencerminkan kewajaran dan 

kemampuan untuk pencapaiannya.
5.	 Penilai usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan, 

selama tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.
6.	 Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat raha-

sia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7.	 Penilai usaha bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Pendapat 

Kewajaran
8.	 Informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas dianggap benar dan dapat 

dipercaya. Penilai usaha tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti 
tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya.

9.	 Hasil yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan yang merupakan 
bagian dari bisnis yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Hasil 
Pendapat Kewajaran ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan 
terjadinya kesalahan.

10.	 KJPP sebagai Penilai tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang 
terkait dengan penilaian, oleh karenanya KJPP tidak menjamin kebenaran atau keabsahannya.

11.	 Laporan Pendapat Kewajaran ini harus digunakan secara keseluruhan yang tak terpisahkan dan 
penggunaannya terbatas pada maksud dan tujuan penilaian ini saja. Laporan ini tidak akan berlaku 
untuk maksud dan tujuan berbeda.

12.	 Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat 
rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.

13.	 KJPP berasumsi bahwa data-data yang diberikan kepada KJPP adalah benar dan berkaitan dengan 
obyek penilaian dan KJPP tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kebenarannya.

14.	 Penilai dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan 
yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan.

Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam 
menyusun Pendapat Kewajaran ini, KJPP melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data yang 
telah diberikan oleh Manajemen Perseroan. Disamping itu, penyusunan pendapat kewajaran ini juga 
dilandaskan pada asumsi bahwa manajemen Perseroan dan pihak-pihak yang akan bertransaksi akan 
melaksanakan Transaksi berdasarkan asumsi-asumsi sebagaimana telah diungkapkan manajemen 
Perseroan kepada KJPP.
KJPP menganggap bahwa semua informasi dan data dari Manajemen tersebut di atas adalah benar, 
lengkap dan dapat diandalkan dan tidak ada yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi pendapat 
atas kewajaran. 
KJPP juga beranggapan bahwa sejak tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran atas Transaksi sampai 
tanggal efektifnya Transaksi, tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap 
asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat ini.
KJPP juga berpegang kepada surat pernyataan manajemen (management representation letter) bahwa 
manajemen telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan dengan Transaksi dan sepanjang 
pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat 
menyesatkan.
Pendapat atas Kewajaran Transaksi ini disusun berdasarkan pertimbangan perekonomian, kondisi umum 
bisnis dan kondisi keuangan serta kondisi usaha Perseroan, ketentuan undang-undang dan peraturan 
pemerintah termasuk Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal surat ini. Perubahan atas kondisi-kondisi 
tertentu yang berada di luar kendali Perseroan akan dapat memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi 
dan dapat berpengaruh terhadap Pendapat Kewajaran ini.
KJPP tidak melakukan penyelidikan atau evaluasi atas keabsahan Transaksi tersebut dari segi hukum dan 
implikasi aspek perpajakan.
Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan 
sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis ini dapat 
menyebabkan pandangan yang menyesatkan.
Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi 
kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui atau tidak menyetujui Transaksi tersebut atau 
mengambil tindakan-tindakan tertentu atas Transaksi tersebut.
KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat KJPP karena 
peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

10.	 METODOLOGI PENILAIAN KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI
Metodologi penilaian Kewajaran atas Rencana Tansaksi ini dilakukan dengan analisis transaksi, analisis 
kualitatif (Qualitative Analysis) maupun analisis kuantitatif (Quantitative Analysis) yang berupa analisis 
kinerja dan analisis inkremental sehingga dapat ditentukan kewajaran Transaksi ditinjau dari dampak 
keuangan terhadap para pemegang saham Perseroan.

11.	 ANALISIS ATAS KEWAJARAN TRANSAKSI
Atas dasar analisa transaksi, analisa kualitatif dan kuantitatif yang KJPP lakukan terhadap Transaksi 
Penerbitan Surat Utang 2022 dapat KJPP simpulkan sebagai berikut:
1.	 Pada tanggal 5 Mei 2011, Perseroan melalui Indo Energy Finance B.V. (“IEFBV”) yang merupakan 

entitas anak Perseroan dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan telah menerbitkan (“Surat 
Utang 2018”). Perseroan, IIC, TRIS, TPEC, dan TPE bertindak sebagai penjamin dimana yang 
dijaminkan diantaranya adalah saham IEFBV, Indo Energy Capital B.V. (“IECBV”), TPEC, TPE, TRIS, 
saham IIC dan saham Kideco. Yang bertindak sebagai wali amanat (“Trustee”) pada penerbitan Surat 
Utang 2018 ini adalah Citicorp International Limited (”CIL”).

2.	 Dengan kondisi posisi modal kerja Perseroan per 31 Desember 2016 (aset lancar – liabilitas lancar) 
sebesar USD354,5 juta disatu pihak dan dipihak lain Perseroan akan mengeluarkan dana kas untuk 
pelunasan Surat Utang 2018 yang akan jatuh tempo Mei 2018 dengan pokok pinjaman sebesar 
USD171,4 juta dan pelunasan utang-utang TPEC dan MBSS, sehingga total utang yang akan 
dilunaskan yaitu sebesar USD246,5 juta, maka tanpa ada pemasukan dana lain selain dari operasi 
normal Perseroan, maka akan menimbulkan risiko likuiditas bagi Perseroan pada saat Perseroan 
harus melunasi Surat Utang 2018 pada tanggal jatuh temponya. Tanpa adanya penerbitan Surat 
Utang, posisi modal kerja Perseroan setelah melakukan pelunasan Surat Utang 2018 dan utang-
utang entitas anak akan menjadi sebesar USD107,9 juta. Dalam hal ini dari prediksi arus kas dari 
tahun 2017 sampai 2022 setiap tahunnya, apabila dilakukan penerbitan Surat Utang prediksi arus kas 
dari tahun 2017 sampai 2022 memberikan gambaran yang lebih sehat. 

3.	 Perseroan melalui Penerbit akan menerbitkan Surat Utang. Penerbitan Surat Utang ini untuk 
mengantisipasi kekurangan likuiditas bagi Perseroan sebagai akibat Perseroan melunasi Surat 
Utang 2018 dengan pokok pinjaman sebesar USD171,4 juta yang jatuh tempo pada bulan Mei 2018 
dan utang-utang entitas anak yaitu TPEC dan MBSS sehingga total utang yang akan dilakukan 
pelunasannya adalah sebesar USD246,5 juta.

4.	 Sesuai dengan Offering Memorandum untuk Surat Utang, tujuan utama penerbitan Surat Utang 
ini adalah untuk melakukan pertukaran bagi pemegang Surat Utang 2018 dengan pokok pinjaman 
sebesar USD171,4 juta per 31 Desember 2016, yang jatuh tempo Mei 2018, dengan Surat Utang. 
Dengan ini, maka manfaat yang akan diperoleh Perseroan adalah : 
a.	 Dengan dilakukannya pelunasan Surat Utang 2018 dan kewajiban keuangan anak perusahaan 

kepada bank, maka kewajiban keuangan Perseroan yang harus dipenuhi dalam jangka waktu 
dekat dapat diubah menjadi pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang;

b.	 Menjaga likuiditas Perseroan;
c.	 Dana yang semula akan dipergunakan oleh Perseroan untuk melunasi Surat Utang 2018 

serta dipergunakan oleh anak-anak perusahaan Perseroan terkait untuk membayar 
kewajiban keuangan kepada bank dalam waktu dekat, dapat dipergunakan kembali, sehingga 
penggunaan dana dapat difokuskan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan dan anak-
anak perusahaan Perseroan;

d.	 Pendanaan melalui penerbitan Surat Utang merupakan alternatif pembiayaan bagi Perseroan 
mengingat keterbatasan penyaluran pembiayaan oleh perbankan yang dipengaruhi iklim usaha 
bidang batubara yang masih belum pulih sepenuhnya; dan

e.	 Dengan bunga dari Surat Utang sebesar 6,875% per tahun yang lebih rendah dari pada Surat 
Utang 2018 sebesar 7% per tahun, Perseroan akan dapat menghemat beban bunga sebesar 
0,125% per tahun.

5.	 Perseroan untuk melunasi Surat Utang 2018 dengan pokok pinjaman sebesar USD171,4 juta bila 
tidak menerbitkan Surat Utang dapat pula dengan menarik pinjaman dari lembaga keuangan untuk 
sejumlah tersebut. Akan tetapi hal tersebut dalam pelaksanaannya akan mengalami kesulitan karena 
ada batasan yang merupakan covenant bagi Perseroan untuk memperoleh pinjaman sebagai 
penjamin Surat Utang 2018 dan juga Surat Utang 2023. 

6.	 Sehubungan dengan penerbitan Surat Utang, Perseroan, IIC, dan TPEC sendiri bertindak, sebagai 
penjamin dengan menjaminkan saham IIC, TPEC, dan TPE yang dimiliki oleh Perseroan, saham 
TRIS yang dimiliki oleh TPEC, dan saham Kideco yang dimiliki oleh IIC. Pemberian Jaminan ini 
merupakan transaksi yang mengandung unsur transaksi afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam 
Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 
(“Peraturan IX.E.1”) tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, karena 
Penerbit merupakan entitas anak dari Perseroan. Namun demikian oleh karena Pemberian Jaminan 
ini diberikan kepada Penerbit dimana seratus persen sahamnya dimiliki oleh Perseroan, maka 
pemberian jaminan saham ini merupakan transaksi yang diberikan pengecualian sebagai transaksi 
afiliasi maupun transaksi material dan Perseroan hanya berkewajiban melaporkan kepada OJK 
paling lambat pada akhir hari ke-2 (dua) setelah terjadinya transaksi atas Pemberian Jaminan ini. 
Jumlah nilai pasar wajar saham-saham tersebut yang akan menjadi jaminan penerbitan Surat Utang 
2022 adalah sebesar USD973.611.503 dengan rincian sebagai berikut:

Saham Yang Dinilai Nilai Pasar Wajar
468.288 lembar saham IIC yang dimiliki oleh Perseroan USD 83.482.119
115.159 lembar saham Kideco yang dimiliki oleh IIC USD 312.465.605
369.199 lembar saham TPEC yang dimiliki oleh Perseroan USD 128.027.041
24.999 lembar saham TPE yang dimiliki oleh Perseroan USD 31.943.283
1 lembar saham TRIS yang dimiliki oleh TPEC USD 17.693.455
Jumlah USD 973.611.503

Jaminan-jaminan ini merupakan jaminan bersama (common security) dengan Surat Utang 2018 
dan Surat Utang 2023. Dengan digunakan sebagai jaminan untuk penerbitan Surat Utang sebesar  
USD265.000.000 dan dengan dilunasinya Surat Utang 2018, maka jumlah total kewajiban penerbitan 
Surat Utang dan Surat Utang 2023 adalah USD765.000.000. Oleh karenanya saham IIC, TPEC, dan 
TPE yang dimiliki oleh Perseroan, saham Kideco yang dimiliki oleh IIC, dan saham TRIS yang dimiliki 
oleh TPEC, nilainya masih cukup untuk menjadi jaminan penerbitan Surat Utang, walaupun saham 
IIC dan saham Kideco telah digunakan sebagai jaminan Surat Utang 2023.
Berdasarkan prediksi arus kas Perseroan dalam lima tahun kedepan (tahun 2017 – 2022) akan men-
galami kesulitan likuiditas apabila Perseroan melunasi Surat Utang 2018 tanpa menerbitkan Surat 
Utang. Akan tetapi bila menerbitkan Surat Utang posisi kasnya memberikan gambaran yang lebih 
sehat.

12.	 KESIMPULAN
Berdasarkan analisa transaksi, analisa kualitatif, analisa kuantitatif dan analisa kewajaran atas Transaksi, 
KJPP berpendapat bahwa rencana transaksi ini adalah wajar (fair) untuk kepentingan seluruh pemegang 
saham Perseroan.

INFORMASI TAMBAHAN
Bagi Pemegang Saham Perseoran yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi harap 
menghubungi:

PT Indika Energy Tbk.
Gedung Mitra Lantai 11

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.21
Jakarta 12920, Indonesia

Telp. +6221 25579888 Fax. +6221 25579800
www.indikaenergy.co.id

KETERBUKAAN INFORMASI INI  DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN NO. IX.E.2, 
LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO.KEP-614/BL/2011 TANGGAL 28 NOVEMBER 2011 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN 
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA (“PERATURAN NO.IX.E.2”) TERKAIT DENGAN SURAT UTANG SENIOR YANG DITERBITKAN OLEH 
PERUSAHAAN TERKENDALI PERSEROAN YAITU INDIKA ENERGY CAPITAL II PTE. LTD (“TRANSAKSI”).

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG 
SAHAM PT INDIKA ENERGY TBK.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, 
SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU 
PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

Kegiatan Usaha Utama 
Perdagangan, Pembangunan, Pertambangan, Pengangkutan dan Jasa Serta Penyertaan Modal/Investasi Dalam Perusahaan Lain

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor
Gedung Mitra Lantai 11

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.21
Jakarta 12920, Indonesia

Telp. +6221 25579888 Fax. +6221 25579800
www.indikaenergy.co.id

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD 
UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI 
TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS PERATURAN NO.IX.E.2.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB 
SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI SEBAGAIMANA 
DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA 
DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI YANG 
TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN TERKAIT TRANSAKSI YANG TIDAK 
DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI 
TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

SURAT UTANG TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK 
INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 
TENTANG PASAR MODAL.

SURAT UTANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN 
(“SECURITIES ACT”) DAN TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DALAM WILAYAH AMERIKA SERIKAT (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM 
REGULATION S DARI SECURITIES ACT), KECUALI BERDASARKAN PENGECUALIAN DARI, ATAU DALAM TRANSAKSI YANG TIDAK TUNDUK 
KEPADA, PERSYARATAN PENDAFTARAN DALAM SECURITIES ACT. TIDAK ADA PENAWARAN UMUM YANG AKAN DILAKUKAN DI DALAM AMERIKA 
SERIKAT ATAU WILAYAH JURISDIKSI LAINNYA DI MANA PENAWARAN TERSEBUT DIBATASI, DILARANG, ATAU DIANGGAP MELANGGAR HUKUM.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2017 
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